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SK. No. : 424/DIKTI/Ke,

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi
Perihal  : Permohonan Persetujuan Judul

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini -

Nama Mahasiswa :Arjuna

NPM : 245114055
Jurusan/Prog. Studi  : I1mu Hukum
Kredit Kumulatif

No. Judul yang diajukan Persetujuan

Aspek  Psikologis Pengedar Narkotika:
1 | Menggali Faktor Penyebab dan Konsekuensi X
Psikologis

Peran Media dalam Pembentukan Persepsi ke C W /2 /1orF
2 Publik tentang Pengedar Narkotika: Studi

Kasus Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN
Man ol s by

Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor
252/Pid.Sus/2025/PN Mdn: Implikasi Hukum X
dan Kebijakan Penegakan Hukum Narkotika O\ﬂ
di Indonesia

Demikian permohonan ini disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/ Ibu
diucapkan terimakasih.

) D‘) ld)lMe*l M’gH,MH.J
V&m Wh? 7% ‘;'10“‘-1 m H;mlruf $H,.MHH0rmat

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 : - Asli untuk fakultas

- Duplikat untuk Ketua Prodi

- Triplikat untuk arsip yang bersangkutan.
Catatan :
Paraf dan tanda ACC Ketua Program Studi pada lajur judul yang disetujui dan silang pada lajur yang ditolak.
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FORM. F. 2

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI
Nomor :4 g%/UMNAW/FH /A.39/205¢

Kepada
Saudara : Arjuna
Tempat, Tgl.Lahir ~ : Medan/ 08 Mei 1995
NPM : 245114055
Program Studi : [lmu Hukum
Fakultas : Hukum

setelah mempertimbangkan usulan judul/topik skripsi yang telah saudara ajukan tanggal 01 September
2025 maka pihak fakultas berketetapan untuk memutuskan judul penelitian saudara :

Peran Media dalam Pembentukan Persepsi Publik tentang Pengedar Narkotika: Studi Kasus
Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Selanjutnya, diminta agar saudara menyusun proposal skripsi. Disampaikan bahwa, judul/topik tersebut
dapat disempurnakan dengan persetujuan kedua pembimbing, selama secara substansial tidak dirubah .

Dr. Halimatul Maryani.S.H..M.H
NIDN. 0120087804 NIDN. 0112097101

Tembusan :
- Asli untuk mahasiswa
- Copy pertinggal untuk fakultas
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FORM.F. 3

Nomor : /UMNAW/F /A.55/20....
Lam : Satu set proposal
Hal : Penghunjukan Pembimbing

Kepada Yth.
Saudara

di.-
Medan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan Skripsi
Saudara :

Nama : Arjuna
NPM : 245114055
Jurusan/Prog.Studi  : Ilmu Hukum

Dengan Judul :

Peran Media dalam Pembentukan Persepsi Publik tentang Pengedar Narkotika: Studi
Kasus Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

—
Dr. Halimatul Maryani, S.H..M.H
NIDN. 0120087804

Tembusan :
1. Mahasiwa ybs.
2. Arsip fakultas

Rangkap 2
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BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Arjuna

2. NPM 1245114055

3. Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum

4. Judul Skripsi : Peran Media Dalam Pembentukan Persepsi Publik Tentang Pengedar
Narkotika Studi Kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/Pn Mdn

5. Pembimbing I*/IT1*  : Dr. Halimatul Maryani,S.H..M.H
Jabatan Akademik

Tanggal Materi Paraf Keterangan

01-09—-2025 | Acc Judul
15-09-2025 | Perbaikan redaksi agar lebih ringkas dan fokus %
pada permasalahan utama penelitian. g '[
01-10-2025 Penegasan urgensi penelitian agar selaras dengan
rumusan masalah. 17,
07 -11-2025 | Penyesuaian penjelasan jenis dan pendekatan
penelitian agar lebih jelas dan sistematis. )i
2-12-2025 Perapian penulisan sumber data dan teknik
pengumpulan data. 4/
16 -12-2025 | Penajaman analisis agar lebih mengaitkan fakta i
penelitian dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. %
23-12-2025 | Revisi Kesimpulan dan saran
29-01-2026 | Acc Skripsi

Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H

Catatan :

1.Berita acara bimbingan skripsi ini ditandatangani Dekan pada saat pengajuan
Berkas ujian meja hijau.

2.Penyerahan skripsi dan atau abstrak kepada panitia untuk ditandatangani
Rektor paling lambat 14 hari setelah ujian meja hijau.
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FORM.F.5
BIODATA WISUDA
NAMA : ARJUNA
TEMPAT LAHIR : Medan
TANGGAL LAHIR : 08 Mei 1995
NPM : 245114055
NIK : 1271020805950001
FAKULTAS - HUKUM NPWP £ 66.790.167.2-128.000
TGL. SIDANG A e i e -
JURLBAN 2IEMU HUKUM JENIS KELAMIN ~ : Laki-laki
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM ALAMAT LENGKAP : Jalan Melati XII blok 10 no 123
) Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia
'iAeda”’ fanuari 2026 NO. HP/WA MAHASISWA : 082165009729
NO. HP/WA ORANG TUA : 081361602001
NAMA ORANG TUA/
BAPAK DAN IBU : Bapak : Gowinda Sami, Ibu :
ARJUNA Sri Anggraini

JUDUL SKRIPSI :

Peran Media Dalam Pembentukan Persepsi Publik Tentang Pengedar Narkotika Studi Kasus
Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/Pn Mdn

Pembimbing Skripsi :
1. Dr. Halimatul Maryani,S.H.,M.H

Nelly Tridawati Rokan, S.kom

Catatan:
1. Dibuat rangkap 2 masing — masing, untuk
a. Biro Adm. Akademik
b. Biro Adm. Kemahasiswaan
Disampaikan langsung ke Biro *
bersama dengan menyerahkan undangan ujian

=)

Rangkap 2
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FORM. FU. 1

Kepada Yth.
Rektor/Ketua Panitia Ujian Sarjana
¢/q Dekan Fakultas
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arjuna

Tempat, tanggal Lahir  : Medan, 08 Mei 1995

NPM 1245114055

Jurusan/Prog.Studi : Iimu Hukum

Agama : Islam

Alamat : Jalan Melati XII blok 10 no 123 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan

Helvetia

Mengajukan permohonan agar dapat mengikuti ujian mengakhiri jenjang pendidikan S-1.

Berkas sidang mahasiswa untuk mengikuti ujian :

Surat Keterangan Keuangan (Form.FU.2)

Surat Keterangan Perpustakaan (Form.FU.3)

Persetujuan Mengikuti Ujian (Form.FU. 4)

Undangan (Form.FU 5)

Ekspedisi Undangan Ujian Sarjana (Form.FU.6)

Lembar Penilaian (Form.FU.7)

Daflar Kumpulan Nilai (Form.FU. 8)

Berita Acara ujian (Form.FU 9)

Permohonan Persetujuan Judul (Form.F.1)

10. Persetujuan Judul Skripsi (Form.F.2)

11. Penghunjukan Pembimbing (Form.F.3)

12. Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form.F.4)

13. Biodata Wisuda (Form.F.5)

14, Transkrip Nilai dari semester [ - VIII

15. Photo copy lembar pengesahan skripsi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing 11
16. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

17. Sertifikat lulus mengaji (LPTQ)

18. Sertifikat Magang 111 dan Sertifikat KKN/KKM/KKA/PKL/Klinis

19. Surat pernyataan foto berjilbab (bagi yang menggunakan jilbab)

20. Photo copy ijazah SMA atau sederajat yang dileges

21. Photo copy ijazah D2/D3/S1 atau Surat Keterangan pindah serta transkrip nilai dan konversi nilai bagi mahasiswa transfer
22. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester [ - VIII
23. Surat keterangan dari perpustakaan telah menyerahkan abstrak skripsi

24. Surat keterangan dari Pusat Bahasa telah menerjemahkan abstrak skripsi

25. Surat keterangan dari PKSI telah menyerahkan berkas

R

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga panitia dapat mengabulkannya. Atas perhatian Panitia
saya ucapkan terimakasih.

Medan,

Yang Memohon
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FORM. FU. 2

SURAT KETERANGAN KEUANGQAN
Nomor : 125 /UMNAW/H.19/20 . &%

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan menerangkan bahwa :

Nama : Arjuna

Tempat, tanggal lahir : Medan, 08 Mei 1995
NPM : 245114055
Jurusan/Prog.Studi : [lmu Hukum

Telah melunasi :

1. SPP periode [T, 200/ 2028 Sed-cdn T r o8 /200 el Bt/oi)2et

e Bimbing'an ...........................................................
3. Biaya Ujian Sidang

4. Biaya Wisuda

5. Biaya Penerbitan ljazah dan Legalisir dengan kwitansi No. 251 anggal 20/ 24/2826 .
Sehingga yang bersangkutan dapat menempuh ujian akhir jenjang pendidikan.

Demikian keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 30 Jawen oy 26

Dewi Zuliani Rosa, S.E

Rangkap 2
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Humanis Mandin Islami

FORM. FU. 3

SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN
Nomor : 03/UMNAW/PUSPA/A 31/2026

Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah menerangkan bahwa:

Nama - Arjuna

NPM 1245114055
Fakultas/Program Studi : Hukum/IImu Hukum
Semester : VIII

Nomor Anggota

tidak ada lagi hal-hal yang bersangkut paut dengan Perpustakaan, sehingga yang bersangkutan
dapat dibenarkan menempuh ujian sarjana.

Buku yang disumbangkan sebanyak 2 (dua) judul yaitu:
1.
2.

Demikian keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.
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FORM. FU. 4

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
Nomor : g5~ /PAN/UMNAWY/J.15/20 Z4¢

Setelah mempelajari kelengkapan berkas Saudara :

1. Nama : Arjuna

2. Tempat, tanggal Lahir : Medan, 08 Mei 1995
3. NPM : 245114055

4. Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum

5. Agama : Islam

Dinyatakan dapat mengikuti ujian pada :

Hari/tanggal cyamic © - Motk 20
Jam ¢ (4.(p sdselesai
Dosen Penguji : 1. Dr. Halimatul Maryani, S.H..M.H

2. Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H.,M.H
3. Dr. Muhammad Hizbullah, S.HI.,MA

Dosen Saksi / Pencatat  : Ketua Program Studi.

Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Medan, ................. 20 ....
Sekretaris / Dekan

wr

Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H

Rangkap 2
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FORM. FU. 5
UNDANGAN
Nomor : 95 /PAN/UMNAW/J.15/20 8¢
Kepada Yth.
Bapak/Ibu :
Dosen Penguji

Di,

Tempat.
Assalamualaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa :

Nama : Arjuna

Tempat, tanggal Lahir : Medan, 08 Mei 1995

NPM :245114055 %

Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum

Agama : Islam

Yang Insya Allah, akan diselenggarakan pada :

: - 2b
Hari / Tanggal e T Vlaek 20
Jam ‘4 op (4 selesa

Judul Skripsi :

Peran Media Dalam Pembentukan Persepsi Publik Tentang Pengedar Narkotika Studi Kasus
Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/Pn Mdn

Terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu.

Medan, .....cccunennene 20 ....
Sekretaris / Dekan
e
ar&adat, S.Ag.,M.Hum Dr. Halimatul Maryani, S.H.,.M.H

Tembusan :

1. Rektor 5. Ketua Program Studi
2. Wakil Rektor I 6. Ka. BAU

3. Wakil Rektor IT 7.Ka. BAA

4. Wakil Rektor 11T 8. TU Fakultas

Rangkap 2
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FORM. FU. 6

EKSPEDISI UNDANGAN UJIAN SARJANA

NAMA : Arjuna JURUSAN : Hukum
NPM : 245114055 PROGRAM STUDI : [Imu Hukum
FAKULTAS : Hukum TANGGAL LN P X

. P Tanggal Tanda Tan_gan
No. Disampaikan Kepada Diterins Peiicitma Keterangan

I 01 | Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H 4 /);_%
I 02 | Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H.,M.H |z, /iéé
03 | Dr. Muhammad Hizbullah, SHIL.MA | & /5 06 i

04 | Dekan 4/3 b éfﬂf\ I
F 05 | Ka. Program Studi 4/ g% f

% | TU Fakultas 4 /3 AL a
I 07 | Kepala Biro Adm. Akademik L3 K Biodata Wisuds terlampir
| 08 Kepala Biro Adm. Umum L/ /5 /Zé F

09 Kepala Biro Adm. Kemahasiswaan % / A % Biodata Wisuda terlampir I

/

i 10| pkst H/3/2L Ag

11 I
| 12 |

13
t“‘ |

RS e — - — S . - .

Meda;, c:ovcismasnsssenmmesures . | J—
an. Panitia
Kabay Ujian
Nelly Tridawatyj Pohan, S.Kom
Catatan :

1. Dibuat rangkap 2 masing-masing untuk :
1. Kabag Ujian BAA
2. TU Fakultas

2. Penyampaian undangan menjadi
tanggung jawab mhs yang besangkutan.

Rangkap 2




KATA PENGANTAR
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukahkah kamu aku tunjukkan suatu perrniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih.(10)(yaitu) kamu beiman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(11) (QS. Ash-Shaff: 10-11).

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Skripsi dengan judul " Peran Media Dalam Pembentukan Persepsi Publik Tentang Pengedar Narkotika Studi Kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn
" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Firmansyah, M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Anwar Sadat Harahap S.Ag.,M.Hum, selaku Wakil I Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan.
3. Bapak Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, M.Si sebagai Wakil Rektor II  Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan

4. Bapak Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si sebagai Wakil Rektor III  Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika telah menjadi salah satu permasalahan global yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika
. Permasalahan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, politik, dan keamanan yang saling berinteraksi membentuk ancaman multidimensional terhadap ketahanan bangsa.

Dalam era globalisasi dan revolusi digital saat ini, peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang berbagai isu sosial, termasuk tindak pidana narkotika, menjadi semakin signifikan dan strategis. Media massa, baik media tradisional maupun media digital, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, membentuk narasi sosial, dan bahkan mempengaruhi kebijakan penegakan hukum melalui tekanan publik yang diciptakannya
. Dalam konteks tindak pidana narkotika, khususnya terhadap pengedar narkotika, media seringkali menjadi saluran utama masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kasus-kasus yang terjadi, proses peradilan, dan putusan pengadilan yang dijatuhkan.

Secara konstitusional, pemberantasan tindak pidana narkotika memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"
. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk informasi tentang proses peradilan pidana narkotika.

Namun, kebebasan pers tersebut juga dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"
. Ketentuan ini mengindikasikan perlunya keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial dalam pemberitaan.

Implementasi amanat konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan landasan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia. Pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial"
. Dalam konteks pemberitaan tindak pidana narkotika, fungsi kontrol sosial media menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan mendukung upaya penegakan hukum.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan hukum komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Pasal 4 undang-undang ini menyatakan bahwa "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika"
.

Dalam dinamika pemberitaan media tentang tindak pidana narkotika, terdapat kecenderungan yang kompleks dalam pembentukan persepsi publik. Di satu sisi, media berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kasus-kasus narkotika, termasuk proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan. Di sisi lain, cara media membingkai (framing) suatu peristiwa dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap pelaku, korban, dan sistem peradilan itu sendiri
.

Teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam konteks tindak pidana narkotika, media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang tingkat ancaman narkotika, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan putusan pengadilan
. Teori Framing yang dikembangkan oleh Entman menambahkan dimensi bagaimana media tidak hanya menentukan apa yang dipikirkan publik, tetapi juga bagaimana publik memikirkan suatu isu
.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap media secara fundamental. Media sosial dan platform digital telah menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks pemberitaan tindak pidana narkotika, media sosial seringkali menjadi platform pertama yang menyebarkan informasi tentang penangkapan, proses peradilan, dan putusan pengadilan
.

Di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan sebagai pusat ekonomi dan informasi regional, dinamika pemberitaan media tentang tindak pidana narkotika menunjukkan pola yang menarik untuk dikaji. Sebagai kota metropolitan dengan tingkat penetrasi media yang tinggi, Medan menjadi laboratorium yang ideal untuk mengamati bagaimana media membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika
.

Tabel 1. Perkembangan Pemberitaan Kasus Narkotika di 
Media Medan (2020-2024)
	Tahun
	Media Cetak
	Media Online
	Media Sosial
	Total Berita
	Fokus Pengedar (%)

	2020
	145
	387
	1.254
	1.786
	65,2%

	2021
	132
	445
	1.578
	2.155
	68,7%

	2022
	118
	512
	1.892
	2.522
	71,3%

	2023
	98
	578
	2.156
	2.832
	74,1%

	2024
	45
	289
	1.124
	1.458
	76,8%


Sumber: Diolah dari Monitoring Media Sumatera Utara, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat tren yang signifikan dalam pemberitaan kasus narkotika di media Medan. Terjadi pergeseran dari media tradisional (cetak) ke media digital (online dan sosial media), dengan peningkatan fokus pemberitaan pada pengedar narkotika dari 65,2% pada tahun 2020 menjadi 76,8% pada tahun 2024. Data ini mengindikasikan bahwa media cenderung lebih fokus pada aspek penegakan hukum terhadap pengedar dibandingkan aspek pencegahan atau rehabilitasi.

Tabel 2. Analisis Framing Media terhadap Pengedar Narkotika 
di Medan (2023)
	Jenis Frame
	Media Cetak
	Media Online
	Media Sosial
	Total
	Persentase

	Criminal Frame
	78
	423
	1.567
	2.068
	73,1%

	Victim Frame
	12
	89
	234
	335
	11,8%

	Medical Frame
	5
	34
	156
	195
	6,9%

	Social Frame
	3
	32
	199
	234
	8,3%

	Total
	98
	578
	2.156
	2.832
	100%


Sumber: Analisis Konten Media Monitoring Sumatera Utara, 2024

Tabel 2 menunjukkan dominasi "Criminal Frame" dalam pemberitaan media tentang pengedar narkotika, yang mencapai 73,1% dari total pemberitaan. Frame kriminal ini cenderung menekankan aspek hukuman dan penegakan hukum, sementara frame lainnya seperti medical frame (6,9%) dan social frame (8,3%) mendapat porsi yang sangat terbatas. Pola ini dapat mempengaruhi persepsi publik yang cenderung melihat pengedar narkotika hanya dari perspektif kriminal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau psikologis yang melatarbelakangi.

Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn menjadi kasus yang sangat relevan untuk dikaji karena menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian media yang signifikan di Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan tindak pidana perdagangan narkotika yang proses peradilannya diliput secara intensif oleh berbagai media, mulai dari penangkapan, proses persidangan, hingga putusan akhir
. Intensitas pemberitaan media terhadap kasus ini memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana media membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika dan bagaimana persepsi tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan.

Dalam konteks media dan persepsi publik, terdapat beberapa fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, fenomena "trial by media" di mana media massa dapat mempengaruhi opini publik sebelum proses peradilan selesai, yang berpotensi mempengaruhi independensi peradilan
. Kedua, fenomena "moral panic" di mana media dapat menciptakan ketakutan berlebihan dalam masyarakat tentang ancaman narkotika, yang dapat mempengaruhi proporsi respons penegakan hukum
.

Penelitian tentang peran media dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika menjadi semakin urgent mengingat dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Persepsi publik yang terbentuk melalui media dapat mempengaruhi kebijakan penegakan hukum, dukungan masyarakat terhadap program rehabilitasi, dan bahkan dapat mempengaruhi proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana narkotika.

Dalam era post-truth dan disinformasi, kualitas pemberitaan media tentang tindak pidana narkotika menjadi semakin krusial. Media yang tidak akurat atau bias dapat menciptakan persepsi publik yang keliru tentang realitas masalah narkotika, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan sistem peradilan
. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana media membingkai kasus- Pertama, media berperan sebagai sarana edukasi publik tentang bahaya narkotika. Melalui pemberitaan yang intensif tentang kasus-kasus pengedar narkotika, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak destruktif narkotika terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pemberitaan tentang penangkapan dan pemidanaan pengedar narkotika dapat memberikan efek jera (deterrent effect) yang mencegah masyarakat untuk terlibat dalam peredaran narkotika.

Media berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum. Transparansi yang diciptakan melalui pemberitaan media dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pengawasan media terhadap proses peradilan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan terwujudnya keadilan bagi semua pihak.

Pemberitaan media dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Informasi yang disebarkan media dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap aktivitas peredaran narkotika di lingkungannya dan berperan aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana narkotika kepada pihak berwenang. Hal ini sejalan dengan konsep community policing yang menekankan pentingnya kemitraan antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Media berperan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar narkotika. Pemberitaan yang konsisten tentang ancaman pidana berat bagi pengedar narkotika dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemberantasan narkotika dan membangun dukungan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

Kehadiran media dalam proses peradilan merupakan manifestasi dari prinsip keterbukaan peradilan (open court principle) yang menjadi salah satu pilar sistem peradilan yang demokratis. Akses media terhadap proses peradilan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya peradilan dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilakukan, tetapi juga terlihat dilakukan (justice must not only be done, but must also be seen to be done).

Fenomena trial by media atau peradilan oleh media dapat mengancam asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan hak fundamental setiap tersangka atau terdakwa. Pemberitaan yang cenderung menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat menciptakan opini publik yang memvonis seseorang sebagai bersalah, sehingga berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dominasi criminal frame dalam pemberitaan media dapat menciptakan stigmatisasi yang berlebihan terhadap pengedar narkotika. Stigma sosial yang kuat dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika yang telah menjalani hukuman, sehingga justru meningkatkan potensi residivisme. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai peran media dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika dengan studi kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn menjadi sangat relevan dan urgent untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian interdisipliner media-hukum, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan media dan menjaga independensi peradilan dalam era digital.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “PERAN MEDIA DALAM PEMBENTUKAN PERSEPSI PUBLIK TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA Studi Kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn“
B. 
Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika melalui analisis framing dan agenda setting dalam kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

2. Bagaimanakah dampak pemberitaan media terhadap proses peradilan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika pada kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

3. Apakah terdapat korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan dalam kasus pengedar narkotika berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

4. Bagaimanakah model ideal peran media dalam memberitakan kasus tindak pidana narkotika untuk menciptakan keseimbangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan terhadap independensi peradilan?

C. 
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika melalui analisis framing dan agenda setting dalam kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

2. Untuk mengevaluasi dampak pemberitaan media terhadap proses peradilan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika pada kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

3. Untuk mengidentifikasi korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan dalam kasus pengedar narkotika berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

4. Untuk merumuskan model ideal peran media dalam memberitakan kasus tindak pidana narkotika yang dapat menciptakan keseimbangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan terhadap independensi peradilan.

D. 
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi dan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang media studies dan criminal justice studies dengan pendekatan interdisipliner. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis peran media dalam sistem peradilan pidana, teori framing dalam konteks pemberitaan hukum, dan pengembangan model komunikasi hukum yang efektif. 

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas hubungan media dan sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks pemberitaan tindak pidana narkotika, serta sebagai bahan kajian untuk pengembangan metodologi penelitian interdisipliner yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian sejenis di bidang media studies, communication studies, dan legal studies.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan literasi media masyarakat dalam memahami pemberitaan kasus hukum, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi media, dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara hak atas informasi dengan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami mekanisme pembentukan opini publik dan pentingnya berpartisipasi secara konstruktif dalam diskursus publik tentang sistem peradilan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam kajian interdisipliner media dan hukum dengan pendekatan metodologi campuran (mixed-method), serta menambah wawasan tentang teknik penelitian komunikasi massa, analisis konten media, dan pengukuran persepsi publik dalam konteks sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum sesuai bidang studi yang ditempuh, dengan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan komunikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Media Massa

1. 
Pengertian Media Massa

a. 
Konsep Dasar Media Massa

Media massa merupakan sarana komunikasi yang dapat menjangkau massa dalam jumlah yang besar dan luas dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya. Onong Uchjana Effendy mendefinisikan media massa sebagai "alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi"
. Definisi ini menekankan bahwa media massa bukan sekadar alat penyebar informasi, tetapi juga agen yang aktif dalam proses sosialisasi dan pembentukan nilai-nilai dalam masyarakat. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk realitas sosial melalui seleksi, interpretasi, dan presentasi informasi yang disebarkan kepada khalayak luas.

Deddy Mulyana menyatakan bahwa media massa memiliki karakteristik khusus yaitu "kemampuan untuk menjangkau audiens yang besar, beragam, dan tersebar geografis secara bersamaan dalam waktu yang relatif singkat"
. Karakteristik ini menjadikan media massa sebagai instrumen yang sangat powerful dalam membentuk opini publik tentang berbagai isu sosial, termasuk isu tindak pidana narkotika. Kemampuan jangkauan yang luas ini memungkinkan media massa untuk menciptakan diskursus publik yang seragam tentang suatu isu dalam skala yang masif. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, budaya, dan sosial yang tinggi, peran media massa 

menjadi sangat strategis dalam menciptakan understanding yang relatif seragam tentang isu-isu nasional, termasuk masalah narkotika.

Jalaluddin Rakhmat mengembangkan pemahaman tentang media massa dengan menyatakan bahwa "media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat"
. Model ini relevan untuk memahami bagaimana media massa beroperasi dalam memberitakan kasus pengedar narkotika dan dampaknya terhadap persepsi publik. Karakteristik heterogen audiens media massa menunjukkan bahwa pesan yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok masyarakat yang berbeda, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya mereka. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika, di mana interpretasi dapat bervariasi antar segmen masyarakat.

Denis McQuail dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia memperluas pemahaman tentang media massa dengan mengembangkan konsep "ketergantungan media" yang menyatakan bahwa "dalam masyarakat modern yang kompleks, individu dan sistem sosial semakin bergantung pada media massa untuk memperoleh informasi dan memahami realitas sosial"
. Ketergantungan ini semakin meningkat ketika masyarakat menghadapi situasi yang tidak pasti atau mengancam, seperti isu-isu kriminalitas dan narkotika. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang cepat, ketergantungan pada media massa untuk memahami isu-isu kompleks seperti perdagangan narkotika menjadi semakin tinggi. Media massa menjadi jendela utama masyarakat untuk memahami fenomena yang tidak mereka alami secara langsung.

b. 
Karakteristik Khusus Media Massa

Hafied Cangara mengidentifikasi karakteristik khusus media massa yang membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya, yaitu bersifat melembaga, bersifat satu arah, meluas dan serempak, menggunakan peralatan teknis, bersifat terbuka, dan mempunyai publik yang beragam
. Karakteristik melembaga menunjukkan bahwa media massa dikelola oleh organisasi yang terstruktur dengan pembagian kerja yang jelas dan memiliki aturan-aturan tertentu dalam operasionalnya. Struktur kelembagaan ini mempengaruhi cara media massa memproduksi dan menyebarkan informasi tentang pengedar narkotika, termasuk standar editorial, kebijakan redaksional, dan orientasi ideologis yang dianut organisasi media.

Sifat satu arah mengindikasikan bahwa dalam komunikasi massa tradisional, komunikator aktif memberikan pesan, sedangkan komunikan bersifat pasif sebagai penerima pesan. Meskipun demikian, dalam era digital, karakteristik ini mengalami perubahan signifikan dengan adanya interaktivitas yang memungkinkan feedback dari audiens
. Perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam pemberitaan pengedar narkotika, di mana audiens dapat memberikan respons, komentar, dan bahkan memproduksi konten tandingan yang dapat mempengaruhi narasi dominan yang dikonstruksi media mainstream. Hal ini menciptakan kompleksitas baru dalam pembentukan persepsi publik, karena tidak lagi hanya ditentukan oleh media massa tradisional tetapi juga oleh partisipasi aktif audiens.

Sifat meluas dan serempak menunjukkan kemampuan media massa untuk menjangkau wilayah geografis yang luas dan menyampaikan pesan kepada khalayak dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks pemberitaan kasus pengedar narkotika, karakteristik ini memungkinkan pembentukan persepsi publik yang relatif seragam di berbagai wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat. Namun, kemampuan ini juga dapat menciptakan risiko penyebaran misinformasi atau pembingkaian yang bias secara masif, yang dapat mempengaruhi keadilan proses peradilan dan kebijakan publik.

Penggunaan peralatan teknis menunjukkan bahwa media massa memerlukan teknologi untuk memproduksi dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap media massa secara fundamental, menciptakan konvergensi media yang memungkinkan integrasi teks, audio, dan visual dalam satu platform
. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, kemajuan teknologi memungkinkan penyajian informasi yang lebih vivid dan engaging, tetapi juga menciptakan tantangan dalam hal verifikasi dan kualitas informasi.

c. 
Evolusi Konsep Media Massa

Ashadi Siregar menganalisis evolusi konsep media massa dari perspektif sejarah komunikasi di Indonesia, yang menunjukkan perubahan dari konsep media massa tradisional menuju media massa digital
. Pada era tradisional, media massa didominasi oleh media cetak dan elektronik dengan karakteristik one-to-many communication yang jelas. Media berperan sebagai gatekeeper yang menentukan informasi apa yang layak dikonsumsi publik. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, era tradisional ditandai dengan kontrol editorial yang ketat dan pembingkaian yang relatif seragam sesuai dengan kebijakan redaksional masing-masing media.

Era digital menghadirkan karakteristik baru berupa interaktivitas, personalisasi, dan konvergensi media yang mengubah relasi antara media dan audiens
. Perubahan ini menciptakan demokratisasi produksi dan distribusi informasi, di mana tidak hanya media mainstream yang dapat membentuk diskursus publik tentang pengedar narkotika. Citizen journalism, blog, dan media sosial memungkinkan suara-suara alternatif untuk berkontribusi dalam pembentukan persepsi publik. Namun, demokratisasi ini juga menciptakan tantangan baru berupa fragmentasi informasi dan echo chamber yang dapat memperkuat bias dan prasangka tertentu.

Perubahan ini mempengaruhi cara media massa beroperasi dalam memberitakan isu-isu sosial, termasuk kasus pengedar narkotika. Media digital memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan interaktif, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam hal verifikasi informasi dan kontrol kualitas konten
. Kecepatan penyebaran informasi di era digital seringkali mengorbankan akurasi dan kedalaman analisis, yang dapat mempengaruhi kualitas pembentukan persepsi publik tentang isu-isu kompleks seperti perdagangan narkotika.

2. 
Fungsi Media Massa

a. 
Fungsi Utama Media Massa

Wilbur Schramm dalam terjemahan karyanya mengidentifikasi fungsi utama media massa yang meliputi pengawasan lingkungan (surveillance), menghubungkan bagian-bagian masyarakat (correlation), transmisi warisan budaya (cultural transmission), dan hiburan (entertainment)
. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, fungsi pengawasan dan korelasi menjadi sangat dominan dalam membentuk persepsi publik. Fungsi-fungsi ini tidak beroperasi secara terpisah tetapi saling berinteraksi dalam menciptakan dampak komprehensif terhadap masyarakat.

Fungsi pengawasan berkaitan dengan peran media sebagai "anjing penjaga" (watchdog) yang mengawasi dan melaporkan peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat. Dalam konteks pengedar narkotika, media berperan mengawasi dan melaporkan aktivitas penegakan hukum, proses peradilan, dan perkembangan kasus-kasus narkotika. Fungsi ini sangat vital karena memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman dan bahaya yang ada di lingkungan mereka
. Media massa menjadi mata dan telinga masyarakat untuk memantau perkembangan isu-isu yang tidak dapat mereka akses secara langsung. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, media tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga menginterpretasikan signifikansi dari peristiwa yang dilaporkan.

Namun, fungsi pengawasan media massa dalam konteks pengedar narkotika juga menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. Akses informasi yang terbatas, tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan media
. Selain itu, dalam era digital, fungsi pengawasan tidak lagi menjadi monopoli media massa tradisional tetapi juga dilakukan oleh citizen journalist dan aktivis digital yang dapat memberikan perspektif alternatif atau bahkan mengungkap informasi yang terlewat oleh media mainstream.

Dalam menjalankan fungsi korelasi, media massa berperan sebagai interpreter yang menghubungkan berbagai informasi dan peristiwa menjadi narasi yang koheren dan mudah dipahami oleh masyarakat
. Proses interpretasi ini tidak netral tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti orientasi ideologis media, kebijakan editorial, tekanan komersial, dan agenda politik. Dalam konteks pengedar narkotika, cara media melakukan korelasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang penyebab masalah, karakteristik pelaku, dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

b. 
Fungsi Mobilisasi dan Transformasi Sosial

Alo Liliweri menambahkan fungsi lain dari media massa yaitu fungsi mobilisasi, yang berkaitan dengan kemampuan media untuk menggerakkan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu
. Dalam konteks narkotika, media dapat memobilisasi dukungan publik untuk program-program pencegahan narkotika atau kebijakan penegakan hukum yang lebih keras. Fungsi mobilisasi ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan demokratis di Indonesia, di mana partisipasi publik merupakan elemen krusial dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

Media massa memiliki kemampuan untuk menciptakan sense of urgency dan collective action yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif terkait penanganan narkotika
. Melalui kampanye informasi, edukasi, dan komunikasi, media dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu narkotika. Namun, fungsi mobilisasi ini juga dapat menimbulkan efek negatif jika tidak dilakukan secara hati-hati, seperti penciptaan moral panic atau vigilantisme yang dapat merugikan proses peradilan yang fair.

Astrid Susanto mengembangkan konsep fungsi transformasi sosial media massa, yaitu kemampuan media untuk mendorong perubahan sosial melalui penyebaran ide-ide baru dan pembentukan kesadaran kritis masyarakat
. Dalam konteks pengedar narkotika, fungsi ini dapat diwujudkan melalui kampanye edukasi yang mengubah persepsi masyarakat tentang narkotika dari sekadar masalah kriminal menjadi masalah kesehatan publik yang memerlukan pendekatan komprehensif. Media massa dapat berperan dalam mengubah stigma negatif terhadap pengguna narkotika dan mempromosikan pendekatan rehabilitatif daripada purely punitive.

Fungsi transformasi sosial media massa juga melibatkan peran dalam mengubah struktur dan pola relasi sosial dalam masyarakat
. Dalam konteks penanganan narkotika, media dapat mempengaruhi hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, antara keluarga dengan anggota keluarga yang terlibat narkotika, dan antara komunitas dengan individu yang memiliki riwayat terkait narkotika. Transformasi ini dapat bersifat positif jika mendorong toleransi dan reintegrasi sosial, tetapi dapat juga bersifat negatif jika memperkuat stigmatisasi dan eksklusi sosial.

c. 
Fungsi Kontrol Sosial dan Pembentukan Agenda

Dedy N. Hidayat menganalisis fungsi kontrol sosial media massa dalam konteks demokratisasi Indonesia
. Fungsi ini melibatkan peran media dalam mengawasi kinerja pemerintah dan institusi publik, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penanganan narkotika, media dapat berperan dalam mengontrol efektivitas kebijakan dan praktik penegakan hukum, termasuk mengungkap kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat upaya pemberantasan narkotika.

Media massa memiliki kekuatan untuk mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan publik terkait narkotika, termasuk efektivitas strategi penegakan hukum, alokasi anggaran, dan koordinasi antar lembaga
. Melalui investigative journalism, media dapat mengungkap praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dan mendorong akuntabilitas institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan narkotika. Fungsi kontrol sosial ini sangat penting dalam menjaga checks and balances dalam sistem demokratis dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

Fungsi pembentukan agenda (agenda setting) menunjukkan kemampuan media untuk menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat
. Media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga menentukan prioritas perhatian publik melalui intensitas, prominence, dan framing pemberitaan. Dalam konteks pengedar narkotika, media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang tingkat ancaman dan urgensi penanganan masalah narkotika dibandingkan dengan isu-isu sosial lainnya seperti kemiskinan, pendidikan, atau kesehatan.

Proses agenda setting dalam pemberitaan narkotika melibatkan seleksi dan prioritas yang dapat mempengaruhi alokasi perhatian dan sumber daya publik
. Media yang memberikan perhatian intensif pada kasus-kasus penangkapan pengedar narkotika dapat menciptakan persepsi bahwa masalah narkotika merupakan prioritas utama yang memerlukan respons segera. Sebaliknya, kurangnya perhatian media pada aspek pencegahan dan rehabilitasi dapat mengakibatkan terabaikannya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah narkotika.

3. 
Jenis-jenis Media Massa

a. 
Klasifikasi Tradisional Media Massa

Media massa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan teknologi dan karakteristik penyebarannya. Klasifikasi tradisional membedakan antara media cetak (surat kabar, majalah), media penyiaran (radio, televisi), dan media elektronik (internet, media sosial). Masing-masing jenis media memiliki karakteristik khusus dalam hal jangkauan, kecepatan penyebaran, tingkat interaktivitas, dan kapasitas untuk menyajikan informasi dalam berbagai format. Pemahaman tentang karakteristik masing-masing jenis media penting untuk menganalisis bagaimana berbagai platform media berkontribusi dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika.

Totok Djuroto menganalisis karakteristik media cetak yang meliputi permanensi informasi, detail dan kedalaman isi, serta fleksibilitas waktu konsumsi
. Media cetak memungkinkan pembaca untuk mengakses informasi kapan saja dan dapat melakukan pembacaan berulang untuk pemahaman yang lebih mendalam. Karakteristik permanensi informasi dalam media cetak memberikan keuntungan dalam hal verifiabilitas dan akuntabilitas, karena informasi yang telah diterbitkan dapat dirujuk kembali dan dievaluasi akurasinya. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, media cetak seringkali menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan investigasi yang mendalam dibandingkan media lainnya.

Kedalaman isi yang dapat disajikan media cetak memungkinkan eksplorasi berbagai aspek kompleks dari isu perdagangan narkotika, termasuk analisis faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakangi, evaluasi efektivitas kebijakan, dan perspektif berbagai stakeholder
. Media cetak juga memiliki ruang yang lebih leluasa untuk menyajikan konteks historis dan perbandingan dengan negara lain, yang dapat membantu masyarakat memahami isu narkotika dalam perspektif yang lebih luas. Namun, media cetak juga memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan penyebaran informasi dan kemampuan untuk menjangkau segmen masyarakat tertentu, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan media digital.

b. 
Media Digital dan Konvergensi

Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya mengembangkan konsep "remediasi" yang menjelaskan bagaimana media baru mentransformasi dan mengintegrasikan karakteristik media lama
. Proses remediasi ini menciptakan bentuk-bentuk media hybrid yang mengombinasikan kelebihan berbagai platform media tradisional. Media online, misalnya, mengombinasikan kecepatan radio, visualitas televisi, dan kedalaman media cetak dalam satu platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, remediasi memungkinkan penyajian informasi yang lebih kaya dan multi-dimensional.

Proses remediasi juga mengubah cara audiens mengkonsumsi informasi tentang pengedar narkotika. Jika pada era media tradisional konsumsi informasi bersifat linear dan terjadwal, era digital memungkinkan konsumsi informasi yang bersifat non-linear, interaktif, dan personal. Audiens dapat memilih informasi yang ingin dikonsumsi, berinteraksi dengan konten melalui komentar dan sharing, serta mencari informasi tambahan melalui hyperlink dan search engine. Perubahan pola konsumsi ini mempengaruhi cara persepsi publik terbentuk, karena tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh agenda media tetapi juga oleh pilihan aktif audiens.

c. 
Media Sosial dan Karakteristiknya

Media sosial sebagai bagian dari media baru memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari media massa tradisional dan menciptakan dinamika baru dalam pembentukan persepsi publik. Rulli Nasrullah mengidentifikasi karakteristik media sosial meliputi: jaringan (network), informasi (information), arsip (archive), interaksi (interactivity), simulasi sosial (social simulation), dan konten buatan pengguna (user-generated content)³². Karakteristik-karakteristik ini menciptakan dinamika baru dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika yang berbeda secara fundamental dari era media massa tradisional.

Karakteristik jaringan menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan pembentukan hubungan sosial yang kompleks antara pengguna, yang dapat mempengaruhi penyebaran informasi dan pembentukan opini. Dalam konteks pemberitaan narkotika, jaringan sosial dapat mempercepat penyebaran informasi tetapi juga dapat menyebarkan misinformasi atau disinformasi. Struktur jaringan yang terbentuk dalam media sosial seringkali menciptakan echo chamber di mana pengguna hanya terpapar dengan informasi yang sejalan dengan kepercayaan mereka, yang dapat memperkuat bias dan prasangka tertentu tentang pengedar narkotika.

Algoritma yang digunakan platform media sosial untuk menentukan konten yang ditampilkan kepada pengguna juga mempengaruhi pembentukan persepsi publik. Algoritma ini seringkali memprioritaskan konten yang engagement-nya tinggi, yang dapat menguntungkan konten yang kontroversial atau sensasional daripada konten yang akurat dan berimbang. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, hal ini dapat mengakibatkan dominasi narasi yang ekstrem atau oversimplified yang tidak mencerminkan kompleksitas sebenarnya dari isu tersebut.

Karakteristik interaktivitas memungkinkan dialog dua arah antara pembuat konten dan audiens, serta antar sesama audiens, yang dapat meningkatkan engagement tetapi juga menciptakan polarisasi pendapat. Media sosial memberikan ruang bagi berbagai perspektif untuk diekspresikan, termasuk suara-suara yang mungkin tidak mendapat ruang dalam media mainstream. Dalam konteks pengedar narkotika, interaktivitas media sosial dapat memberikan kesempatan bagi mantan pengguna narkotika, keluarga korban, dan aktivis untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka, yang dapat memperkaya diskursus publik.

Namun, interaktivitas juga dapat menimbulkan tantangan berupa hate speech, cyberbullying, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Dalam diskusi tentang pengedar narkotika, emosi yang tinggi dan stigma yang kuat dapat mengakibatkan diskusi yang tidak produktif dan bahkan merugikan proses keadilan. Platform media sosial menghadapi tantangan dalam memoderasi konten untuk mencegah penyalahgunaan sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi.
d. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

Media sosial memiliki banyak beberapa dampak positifnya seperti, sebagai tempat bertemu dan bersosialisasi agar orang tetap terhubung meskipun terpisah jarak dan waktu. Selain itu, media sosial dapat menjadi wadah untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan menambah wawasan melalui berbagai informasi edukatif. Media sosial juga berperan besar dalam membuka dan menjalankan bisnis karena memudahkan promosi serta membantu konsumen memperoleh informasi produk. Di sisi lain, media sosial dapat digunakan sebagai sarana berbagi informasi terbaru dan saling membantu, termasuk dalam upaya melawan kejahatan jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

Media sosial memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya memicu terjadinya cyberbullying yang dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis seseorang. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan sering mengganggu aktivitas lain seperti belajar sehingga menurunkan produktivitas. Terlalu sering berinteraksi secara virtual juga dapat membuat seseorang menjadi kurang ramah dan kesulitan menjalin hubungan di dunia nyata. Di sisi lain, meningkatnya kejahatan di dunia maya seperti penipuan dan penyalahgunaan akun palsu menuntut pengguna untuk lebih waspada dalam menggunakan media sosial.
4. 
Efek Media Massa

a. 
Evolusi Efek Media

Teori efek media massa telah mengalami evolusi yang signifikan dari paradigma awal yang menekankan efek langsung dan kuat (powerful effects) hingga paradigma kontemporer yang mengakui kompleksitas proses komunikasi dan variasi efek berdasarkan berbagai faktor mediating dan moderating. Evolusi ini mencerminkan perkembangan pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara media, pesan, dan audiens dalam konteks sosial yang dinamis.

Paradigma awal teori efek media, yang sering disebut sebagai "hypodermic needle theory" atau "magic bullet theory", mengasumsikan bahwa media memiliki efek langsung dan seragam terhadap audiens. Paradigma ini berkembang pada awal abad ke-20 ketika media massa mulai mengalami perkembangan pesat dan masyarakat belum memiliki literasi media yang memadai. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, paradigma ini akan mengasumsikan bahwa pemberitaan media akan memiliki efek yang sama terhadap semua segmen masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan individual, sosial, dan kontekstual.

Namun, penelitian empiris yang dilakukan sejak pertengahan abad ke-20 menunjukkan bahwa efek media jauh lebih kompleks daripada yang diasumsikan oleh paradigma awal³⁸. Paul Lazarsfeld dan rekan-rekannya melalui penelitian tentang pemilihan umum menemukan bahwa efek media dimediasi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik individual, kelompok rujukan, dan konteks sosial. Temuan ini mengubah pemahaman tentang efek media dari paradigma powerful effects menuju limited effects, yang mengakui bahwa media hanya memiliki efek terbatas dan kondisional.

Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld dalam terjemahan karyanya mengembangkan teori "aliran komunikasi dua tahap" (two-step flow of communication) yang menunjukkan bahwa pengaruh media dimediasi oleh pemimpin opini dalam masyarakat. Teori ini menantang asumsi awal tentang efek langsung media massa dan menunjukkan pentingnya peran mediator dalam proses komunikasi massa. Dalam konteks persepsi publik tentang pengedar narkotika, teori ini menjelaskan bahwa pemimpin opini seperti tokoh masyarakat, akademisi, atau aktivis dapat memediasi pengaruh media terhadap persepsi masyarakat umum.

Pemimpin opini berperan sebagai filter informasi yang dapat memperkuat, melemahkan, atau bahkan mengubah pesan media sebelum sampai kepada masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, pemimpin opini dapat berupa tokoh agama, pemimpin adat, aktivis LSM, atau influencer media sosial yang memiliki kredibilitas dan pengaruh dalam komunitas tertentu. Peran mereka dalam menginterpretasikan dan menyebarkan informasi tentang pengedar narkotika dapat sangat mempengaruhi pembentukan persepsi publik, terutama dalam komunitas yang memiliki tingkat literasi media yang terbatas.

b. 
Agenda Setting dan Framing

Maxwell McCombs dan Donald Shaw dalam penelitian mereka yang kemudian diadaptasi untuk konteks Indonesia mengembangkan teori agenda setting yang menunjukkan kemampuan media untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Teori ini tidak mengklaim bahwa media dapat menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat (what to think), tetapi media dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan masyarakat (what to think about). Dalam konteks pengedar narkotika, media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang tingkat ancaman dan prioritas penanganan masalah narkotika melalui intensitas dan prominence pemberitaan.

Proses agenda setting dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika melibatkan beberapa level yang saling berinteraksi. Level pertama (first-level agenda setting) berkaitan dengan pemilihan isu atau objek yang akan mendapat perhatian media. Media dapat memilih untuk memberikan perhatian intensif pada kasus penangkapan pengedar narkotika tertentu sambil mengabaikan kasus lainnya, yang dapat menciptakan persepsi bahwa kasus yang diberitakan tersebut lebih penting atau representatif. Level kedua (second-level agenda setting) berkaitan dengan atribut atau aspek spesifik dari isu yang ditekankan media. Dalam pemberitaan pengedar narkotika, media dapat menekankan aspek tertentu seperti kekerasan, dampak pada anak-anak, atau kegagalan penegakan hukum.

Level ketiga (third-level agenda setting) atau network agenda setting melibatkan hubungan antar isu yang dikonstruksi media. Media dapat menghubungkan isu pengedar narkotika dengan isu lain seperti kemiskinan, korupsi, atau kegagalan pendidikan, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang akar masalah dan solusi yang tepat. Dalam konteks Indonesia, media seringkali menghubungkan isu narkotika dengan isu moral, agama, dan stabilitas sosial, yang dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan tertentu.

Robert Entman mengembangkan teori framing yang menjelaskan bagaimana media membingkai realitas melalui seleksi dan penekanan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Framing melibatkan empat fungsi utama: mendefinisikan masalah (problem definition), mengidentifikasi penyebab (causal interpretation), membuat penilaian moral (moral evaluation), dan menyarankan solusi (treatment recommendation). Dalam pemberitaan pengedar narkotika, cara media melakukan framing dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang apakah pengedar narkotika harus diperlakukan sebagai kriminal yang jahat atau korban dari kondisi sosial-ekonomi yang buruk.

Problem definition dalam framing pengedar narkotika dapat bervariasi dari penekanan pada aspek kriminal, kesehatan publik, atau masalah sosial. Media yang mendefinisikan perdagangan narkotika sebagai masalah kriminal akan menekankan aspek pelanggaran hukum dan ancaman terhadap keamanan. Media yang mendefinisikannya sebagai masalah kesehatan publik akan menekankan aspek adiksi dan kebutuhan akan pengobatan. Media yang mendefinisikannya sebagai masalah sosial akan menekankan faktor kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya kesempatan.

Causal interpretation melibatkan penjelasan media tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengedar narkotika. Media dapat menekankan faktor individual seperti keserakahan atau lemahnya moral, faktor sosial seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan, atau faktor sistemik seperti korupsi dan kegagalan kebijakan. Pilihan penjelasan kausal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang tanggung jawab dan akuntabilitas dalam masalah narkotika.

B. 
Pengedar Narkotika

1. 
Pengertian dan Konsep Pengedar Narkotika

a. 
Definisi Hukum Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika merupakan terminologi yang merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas komersial narkotika ilegal dengan berbagai tingkatan dan kompleksitas operasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", yang memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk melindungi warga negara dari ancaman narkotika
. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"
.

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dengan menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"
. Ketentuan konstitusional ini memberikan legitimasi bagi pembentukan undang-undang yang mengkriminalisasi aktivitas perdagangan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 mendefinisikan "Pecandu Narkotika" sebagai "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"
. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit mendefinisikan pengedar narkotika, Pasal 114 mengatur berbagai bentuk aktivitas perdagangan narkotika yang mencakup "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika"
.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan tujuan pengaturan narkotika yaitu untuk "menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika"
.

b. 
Perspektif Teoretis dan Kriminologis

Siswanto Sunarso mendefinisikan pengedar narkotika sebagai "orang yang melakukan aktivitas komersial narkotika dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara yang melawan hukum dan mengancam keamanan serta kesehatan masyarakat"
. Definisi ini menekankan tiga aspek fundamental: aspek komersial sebagai motivasi utama, aspek ilegalitas yang bertentangan dengan hukum, dan aspek dampak sosial yang mengancam masyarakat.

Hari Sasangka memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan mendefinisikan pengedar narkotika sebagai "pelaku dalam jaringan distribusi narkotika yang berperan dalam memfasilitasi perpindahan narkotika dari produsen ke konsumen akhir melalui berbagai tingkatan dan mekanisme yang kompleks, dengan menggunakan struktur organisasi yang terencana dan sistematis"
. Definisi ini mengakui bahwa perdagangan narkotika merupakan sistem yang kompleks dengan berbagai tingkatan dan spesialisasi peran yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami dinamikanya.

Mien Rukmini mengklasifikasikan perdagangan narkotika sebagai "transaksi komersial dalam narkotika yang melibatkan kultivasi, manufaktur, distribusi, dan penjualan substansi yang dilarang oleh undang-undang nasional dan konvensi internasional, dengan karakteristik lintas batas wilayah dan melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir"
. Definisi ini menekankan dimensi transnasional dan terorganisir dari perdagangan narkotika modern yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang koordinatif dan komprehensif.

Adami Chazawi mengembangkan konsep pengedar narkotika dengan menekankan pada aspek gradasi keterlibatan, yaitu "individu yang terlibat dalam berbagai tingkatan aktivitas perdagangan narkotika, mulai dari pengedar tingkat jalanan hingga dalang intelektual, dengan tingkat tanggung jawab dan ancaman hukuman yang berbeda sesuai dengan peran dan dampak yang ditimbulkan"
. Konsep ini penting untuk memahami bahwa tidak semua pengedar narkotika memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang sama.

c. 
Karakteristik Khusus Pengedar Narkotika

Romli Atmasasmita mengidentifikasi karakteristik khusus perdagangan narkotika yang membedakannya dari kejahatan konvensional lainnya. Pertama, sifat transnasional yang melintasi batas-batas negara dan yurisdiksi hukum. Kedua, struktur organisasi yang hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas dan sistem perlindungan yang berlapis. Ketiga, penggunaan teknologi canggih dalam komunikasi, transportasi, dan penyamaran identitas. Keempat, korupsi sistematis terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah. Kelima, diversifikasi usaha ke bidang bisnis legal sebagai sarana pencucian uang
.

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa perdagangan narkotika bukan sekadar kejahatan biasa tetapi merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan mengancam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

2. 
Tipologi dan Klasifikasi Pengedar Narkotika

a. 
Klasifikasi Berdasarkan Skala Operasi

Muladi mengembangkan tipologi pengedar narkotika berdasarkan skala operasi yang mencerminkan tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan. Pengedar tingkat tinggi (high-level dealers) beroperasi dalam skala nasional atau internasional dengan mengendalikan rantai pasokan dari sumber hingga distribusi regional. Mereka biasanya tidak terlibat langsung dalam transaksi dengan pengguna akhir tetapi berperan sebagai koordinator dan pemimpin jaringan
.

Pengedar tingkat menengah (mid-level dealers) beroperasi dalam skala regional atau kota dengan peran sebagai penghubung antara pengedar tingkat tinggi dengan pengedar tingkat jalanan. Mereka bertanggung jawab untuk pembagian narkotika dalam kuantitas yang lebih kecil dan distribusi ke berbagai wilayah operasional
. Pengedar tingkat jalanan (street-level dealers) beroperasi dalam skala lokal atau lingkungan dengan kontak langsung dengan pengguna akhir. Mereka memiliki risiko penangkapan yang paling tinggi tetapi keuntungan yang relatif kecil dibandingkan pengedar tingkat atas
.

b. 
Klasifikasi Berdasarkan Peran dalam Jaringan Distribusi

Romli Atmasasmita mengembangkan tipologi berdasarkan peran dalam jaringan distribusi yang mencerminkan spesialisasi fungsi dalam perdagangan narkotika. Importir bertanggung jawab membawa narkotika dari negara produsen ke negara tujuan dengan menggunakan berbagai modus operandi dan jalur penyelundupan. Mereka biasanya memiliki koneksi internasional dan sumber daya finansial yang besar
.

Distributor grosir mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar kepada distributor regional dengan sistem pembayaran yang kompleks dan mekanisme perlindungan yang berlapis. Distributor eceran menjual narkotika kepada pengguna akhir atau pengedar yang lebih kecil dengan fokus pada efisiensi transaksi dan minimalisasi risiko. Pengedar-pengguna (user-dealers) menjual narkotika untuk mendukung konsumsi pribadi mereka, seringkali dengan motivasi ekonomi yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumsi
.

c. 
Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Komitmen

Adami Chazawi mengembangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen terhadap perdagangan narkotika yang mencerminkan orientasi jangka panjang pelaku. Pengedar sesekali (occasional dealers) terlibat secara sporadis dengan motivasi ekonomi jangka pendek, biasanya dalam situasi darurat finansial atau kesempatan yang muncul secara kebetulan
.

Pengedar rutin (regular dealers) menjadikan perdagangan sebagai aktivitas regular dengan sistem operasional yang terencana dan pelanggan yang tetap. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar dan risiko yang terlibat. Pengedar karier (career dealers) menjadikan perdagangan sebagai profesi utama dengan investasi jangka panjang dalam pengembangan jaringan, teknologi, dan sistem perlindungan.

d. 
Klasifikasi Berdasarkan Struktur Organisasi

Mardjono Reksodiputro mengembangkan tipologi berdasarkan struktur organisasi yang mencerminkan tingkat sofistikasi operasional. Pengedar individual beroperasi secara independen dengan struktur organisasi yang minimal dan ketergantungan pada kemampuan personal. Pengedar berbasis jaringan beroperasi dalam jaringan informal dengan pembagian tugas yang fleksibel dan sistem komunikasi yang sederhana
.

Pengedar berbasis organisasi beroperasi dalam struktur hierarkis yang formal dengan pembagian tugas yang jelas, sistem keamanan yang berlapis, dan mekanisme pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Struktur organisasi ini memungkinkan efisiensi operasional yang tinggi tetapi juga menciptakan kerentanan sistemik jika bagian kunci dari organisasi dapat diidentifikasi dan ditangkap oleh aparat penegak hukum
.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. 
Lokasi Penelitian Dan Penelitian

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Kota Medan, Sumatera Utara, dengan fokus utama pada media massa yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian. Selain itu, penelitian juga dilakukan di kantor-kantor media massa lokal dan nasional yang memiliki bureau di Medan, perpustakaan daerah, dan lembaga-lembaga terkait yang memiliki data mengenai pemberitaan media massa tentang kasus narkotika.

B. 
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut terdiri dari:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap perbandingan hukum

4. Sejarah hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan pers dan independensi peradilan.

C. 
Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber dan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer juga meliputi analisis konten media massa yang memberitakan kasus dalam Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan media massa dan sistem peradilan pidana.

D. 
Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan ilmu komunikasi massa.

3. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

1. Putusan Hakim Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn
2. Undang-Undang Dasar 1945

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. KUHAP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: doktrin para ahli, tulisan ilmiah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan media massa dan sistem peradilan pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

E. 
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis peran media massa dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 

Peran Media Massa dalam Membentuk Persepsi Publik tentang Pengedar Narkotika melalui Analisis Framing dan Agenda Setting dalam Kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn
Media massa memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa hukum, khususnya perkara tindak pidana narkotika yang memiliki daya tarik tinggi bagi khalayak.
 Dalam konteks perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, pemberitaan media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial mengenai sosok terdakwa sebagai pengedar narkotika dalam skala besar. Konstruksi ini terjadi melalui proses seleksi fakta, penekanan isu, dan cara penyajian berita yang berulang-ulang sehingga memengaruhi cara publik memahami perkara tersebut.

Menurut teori konstruksi realitas sosial, media massa tidak pernah sepenuhnya netral dalam menyajikan fakta, melainkan selalu membawa sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan redaksional. Hal ini sejalan dengan pandangan Eriyanto yang menyatakan bahwa media melakukan framing dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas dan mengaburkan aspek lainnya. Dalam kasus ini, media cenderung menonjolkan jumlah barang bukti narkotika yang sangat besar sebagai elemen utama berita.

Framing media terhadap perkara narkotika umumnya menggunakan pendekatan kriminalitas berat (serious crime framing), yang menempatkan terdakwa sebagai ancaman serius bagi masyarakat. Pemberitaan Waspada.id, misalnya, sejak judul berita telah menggunakan frasa “lolos tuntutan mati” yang secara implisit membangun ekspektasi publik bahwa hukuman mati adalah konsekuensi yang pantas bagi terdakwa. Framing semacam ini memperkuat stigma publik terhadap terdakwa sebagai pelaku kejahatan luar biasa.

Dalam analisis framing model Pan dan Kosicki, terdapat empat struktur utama, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.
 Pada struktur sintaksis, berita Waspada.id menempatkan fakta jumlah 22 kilogram sabu dan tuntutan pidana mati sebagai lead utama, sementara pertimbangan yuridis hakim ditempatkan pada bagian akhir berita. Pola ini menunjukkan adanya prioritas makna yang diarahkan kepada pembaca.

Struktur skrip dalam pemberitaan perkara ini juga memperlihatkan penekanan pada unsur “apa” dan “berapa berat narkotika” dibandingkan dengan unsur “mengapa hakim menjatuhkan putusan seumur hidup”. Akibatnya, publik lebih mudah mengingat besarnya barang bukti daripada proses pertimbangan hukum yang kompleks. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa putusan hakim tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Dari sisi struktur tematik, tema besar yang dibangun media adalah ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Tema ini diulang dalam beberapa paragraf berita sehingga membentuk narasi bahwa hakim telah “melunakkan” hukuman. Padahal, jika dilihat dari putusan pengadilan, pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu pidana maksimum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Struktur retoris dalam pemberitaan tampak dari pemilihan kata-kata yang emosional seperti “lolos dari hukuman mati” dan “kurir sabu 22 kg”. Pemilihan istilah tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif karena mengandung muatan penilaian moral. Retorika semacam ini memperkuat reaksi emosional publik terhadap putusan pengadilan.

Selain framing, peran media juga dapat dianalisis melalui teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi sangat efektif dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Intensitas pemberitaan perkara ini menunjukkan bahwa media menempatkan kasus tersebut sebagai isu publik yang signifikan.

Agenda setting bekerja melalui frekuensi dan kontinuitas pemberitaan. Semakin sering suatu isu diberitakan, semakin tinggi tingkat kepedulian publik terhadap isu tersebut.
 Dalam perkara ini, fokus media pada jumlah narkotika dan perbedaan tuntutan dengan putusan membuat publik menilai aspek pemidanaan sebagai isu utama, bukan aspek pembuktian atau pertimbangan yuridis.

Hasil wawancara dengan jurnalis media Waspada.id menunjukkan bahwa redaksi memang menilai isu tuntutan mati yang tidak dikabulkan hakim sebagai nilai berita utama karena dianggap memiliki daya tarik tinggi bagi pembaca. Pertimbangan ini bersifat profesional dalam logika jurnalistik, namun secara tidak langsung membentuk agenda publik mengenai ekspektasi hukuman berat dalam perkara narkotika.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Hakim Ketua yang memeriksa perkara tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim memutus berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa mempertimbangkan opini publik atau pemberitaan media. Hakim menegaskan bahwa pidana seumur hidup merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana maksimal yang proporsional.

Perbedaan sudut pandang antara media dan hakim inilah yang kemudian melahirkan jarak persepsi antara publik dan lembaga peradilan. Publik yang menerima informasi melalui framing media cenderung menilai putusan dari sisi moral dan emosional, sementara hakim bekerja dalam kerangka normatif dan yuridis. Fenomena ini memperlihatkan kuatnya pengaruh media dalam membentuk persepsi publik.

Dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Sudarto menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan juga perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Namun, nilai-nilai ini sering kali tidak tersampaikan secara utuh dalam pemberitaan media.

Akibat framing dan agenda setting yang dominan, publik cenderung menggeneralisasi bahwa setiap perkara narkotika dengan barang bukti besar seharusnya dijatuhi pidana mati. Generalisasi ini berpotensi mengabaikan prinsip independensi hakim dan kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945.

Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari tekanan eksternal, termasuk tekanan opini publik yang dibentuk oleh media massa. Oleh karena itu, meskipun media memiliki hak untuk memberitakan, pemberitaan yang tidak seimbang dapat menciptakan tekanan psikologis terhadap lembaga peradilan.

Dalam konteks Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, framing media lebih menonjolkan aspek sensasional daripada edukatif. Hal ini menyebabkan publik kurang memahami alasan yuridis mengapa pidana seumur hidup dipilih dibandingkan pidana mati, meskipun secara hukum keduanya berada dalam spektrum pidana maksimum.

Agenda setting media juga berdampak pada diskursus publik di media sosial, di mana putusan hakim sering dikomentari tanpa pemahaman menyeluruh terhadap pertimbangan hukum. Diskursus semacam ini menunjukkan bagaimana agenda media dapat meluas dan membentuk opini kolektif di luar konteks berita itu sendiri.

Dari sudut pandang etika jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers wajib memberitakan secara akurat, berimbang, dan tidak menghakimi. Dalam perkara ini, keseimbangan antara fakta hukum dan nilai berita menjadi tantangan utama bagi media massa.

Dengan demikian, peran media massa dalam perkara ini dapat dinilai sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika. Melalui framing dan agenda setting, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun narasi tertentu yang memengaruhi cara publik menilai terdakwa dan putusan hakim.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam membentuk realitas sosial tentang kejahatan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis dari publik serta tanggung jawab profesional dari media agar pemberitaan perkara pidana tidak mengaburkan prinsip-prinsip hukum dan independensi peradilan.

B. 
Dampak Pemberitaan Media terhadap Proses Peradilan dan Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn)
Pemberitaan media massa terhadap perkara pidana narkotika berpotensi menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap proses peradilan.
 Dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, intensitas pemberitaan yang menyoroti perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan seumur hidup menciptakan ekspektasi publik tertentu terhadap hasil persidangan. Kondisi ini dapat memunculkan tekanan psikologis terhadap aparatur peradilan.

Secara teoritis, independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa dipengaruhi tekanan eksternal, termasuk tekanan media. Bagir Manan menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman adalah syarat mutlak bagi tegaknya keadilan substantif.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses peradilan tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial. Media massa berperan sebagai penghubung antara pengadilan dan masyarakat, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi sumber tekanan opini publik apabila pemberitaan bersifat tendensius. Hal ini terutama terlihat dalam perkara narkotika yang memiliki sensitivitas sosial tinggi.

Pemberitaan Waspada.id yang menekankan frasa “lolos tuntutan mati” berpotensi membingkai putusan hakim sebagai keputusan yang menyimpang dari rasa keadilan masyarakat. Framing ini secara tidak langsung dapat memengaruhi penilaian publik terhadap integritas dan objektivitas hakim, meskipun hakim telah bertindak sesuai hukum acara pidana.

Dalam konteks proses peradilan, tekanan opini publik yang dibentuk media dikenal dengan istilah trial by the press. Fenomena ini terjadi ketika media secara intens membangun narasi tertentu sebelum dan sesudah putusan dijatuhkan, sehingga publik seolah-olah telah menjatuhkan vonis moral terlebih dahulu.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa trial by the press dapat mengganggu prinsip due process of law karena memosisikan opini publik sebagai standar kebenaran, bukan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kondisi ini berpotensi mereduksi kepercayaan terhadap mekanisme peradilan formal.⁶

Hasil wawancara dengan Hakim Ketua perkara menunjukkan bahwa majelis hakim menyadari adanya pemberitaan media yang masif, namun secara kelembagaan hakim terikat pada sumpah jabatan untuk mengabaikan tekanan tersebut. Hakim menegaskan bahwa pertimbangan pemidanaan sepenuhnya didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan undang-undang.

Meskipun demikian, secara sosiologis tidak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan media dapat menciptakan iklim psikologis tertentu di sekitar persidangan. Iklim ini dapat memengaruhi persepsi para pihak, termasuk terdakwa dan penasihat hukumnya, terhadap objektivitas proses peradilan.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut pidana mati berdasarkan beratnya barang bukti narkotika. Tuntutan tersebut kemudian menjadi fokus utama pemberitaan media, sehingga putusan seumur hidup dipersepsikan sebagai bentuk pengurangan hukuman yang signifikan. Padahal, secara normatif, pidana seumur hidup merupakan pidana maksimum alternatif.

Dampak lain dari pemberitaan media adalah munculnya tekanan terhadap konsistensi putusan hakim dalam perkara sejenis. Hakim berpotensi dibandingkan secara tidak proporsional dengan putusan lain, tanpa mempertimbangkan perbedaan fakta dan kondisi individual terdakwa.

Sudarto menekankan bahwa individualisasi pidana merupakan prinsip penting dalam hukum pidana modern. Oleh karena itu, hakim tidak boleh terjebak pada tuntutan keseragaman putusan hanya demi memenuhi ekspektasi publik yang dibentuk media.

Hasil wawancara dengan jurnalis Waspada.id menunjukkan bahwa media tidak bermaksud menekan hakim, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, jurnalis juga mengakui bahwa pilihan judul dan sudut pandang berita dapat memengaruhi persepsi publik secara luas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kebebasan kepada pers untuk memberitakan peristiwa hukum, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati asas praduga tidak bersalah dan independensi peradilan. Prinsip ini sering kali diuji dalam pemberitaan perkara pidana narkotika.

Dalam Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, majelis hakim secara eksplisit mencantumkan pertimbangan yang memberatkan dan tidak menemukan keadaan yang meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan seumur hidup bukanlah bentuk keringanan, melainkan hasil pertimbangan hukum yang tegas.

Pemberitaan media yang kurang menonjolkan pertimbangan hukum tersebut dapat menyebabkan publik gagal memahami rasionalitas putusan hakim. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap peradilan dapat tereduksi bukan karena kesalahan hakim, melainkan karena keterbatasan informasi yang diterima publik.

Bagir Manan mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap peradilan merupakan modal sosial yang harus dijaga bersama oleh lembaga peradilan dan media massa. Media diharapkan tidak hanya kritis, tetapi juga edukatif dalam memberitakan putusan pengadilan.

Dalam konteks ini, dampak pemberitaan media terhadap independensi hakim lebih bersifat tidak langsung, yakni melalui pembentukan opini publik yang berpotensi menjadi tekanan moral. Namun, secara normatif, hakim tetap memiliki perlindungan konstitusional untuk bertindak independen.

Dengan demikian, hubungan antara media dan peradilan seharusnya bersifat saling melengkapi, bukan saling menekan. Media menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara hakim menjaga marwah hukum dan keadilan melalui putusan yang berlandaskan hukum.
 Kesimpulannya, pemberitaan media dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik, namun tidak menentukan putusan hakim. Independensi hakim tetap terjaga selama hakim konsisten berpegang pada hukum, etika, dan sumpah jabatan.

C. 
Korelasi antara Intensitas dan Jenis Framing Media dengan Tingkat Dukungan Publik terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Pengedar Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn)
Korelasi antara pemberitaan media dan sikap publik terhadap putusan pengadilan merupakan isu penting dalam kajian hukum dan komunikasi massa. Dalam perkara narkotika, intensitas pemberitaan yang tinggi sering kali berbanding lurus dengan meningkatnya perhatian publik terhadap putusan hakim.
 Hal ini terlihat dalam kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang mendapat sorotan luas media.

Teori agenda setting menjelaskan bahwa semakin sering suatu isu diberitakan, semakin besar kemungkinan publik menganggap isu tersebut penting. Dalam konteks ini, intensitas pemberitaan perkara narkotika berfungsi membentuk prioritas kognitif publik terhadap aspek pemidanaan, khususnya berat ringannya hukuman.

Selain intensitas, jenis framing yang digunakan media juga berpengaruh terhadap sikap publik. Framing yang menekankan ketimpangan antara tuntutan dan putusan cenderung memicu ketidakpuasan publik terhadap putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Eriyanto bahwa framing menentukan cara publik menafsirkan realitas.

Pemberitaan Waspada.id dalam perkara ini menggunakan framing kontras antara “tuntutan mati” dan “vonis seumur hidup”. Framing tersebut menciptakan persepsi bahwa putusan hakim lebih ringan dari yang diharapkan, meskipun secara normatif pidana seumur hidup merupakan pidana maksimal.

Dari perspektif sosiologi hukum, persepsi publik terhadap keadilan tidak selalu identik dengan keadilan normatif. Publik sering kali menilai keadilan berdasarkan rasa keadilan substantif yang dipengaruhi oleh narasi media, bukan oleh argumentasi hukum yang kompleks.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa opini publik yang terbentuk melalui media massa dapat menjadi indikator penerimaan sosial terhadap putusan pengadilan. Namun, indikator tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal dalam menilai kualitas putusan hakim.

Hasil wawancara dengan jurnalis Waspada.id menunjukkan bahwa framing berita dipilih untuk menarik perhatian pembaca, bukan untuk mengarahkan sikap publik secara eksplisit. Meski demikian, jurnalis mengakui bahwa framing tertentu dapat memicu reaksi emosional pembaca.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Hakim Ketua perkara menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menjadikan reaksi publik sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hakim menegaskan bahwa legitimasi putusan bersumber dari hukum, bukan dari dukungan publik.

Korelasi antara framing media dan dukungan publik juga dapat dilihat dari munculnya komentar publik yang mempertanyakan keadilan putusan seumur hidup. Komentar tersebut umumnya merujuk pada narasi media, bukan pada isi pertimbangan hukum dalam putusan.

Jenis framing yang bersifat sensasional cenderung menghasilkan polarisasi sikap publik, di mana sebagian publik mendukung putusan hakim dan sebagian lainnya menolaknya. Polarisasi ini menunjukkan bahwa framing media berperan dalam membentuk spektrum opini publik.

Sudarto menekankan bahwa hukum pidana tidak dapat tunduk pada fluktuasi opini publik. Oleh karena itu, korelasi antara dukungan publik dan framing media harus dipahami sebagai fenomena sosial, bukan sebagai dasar normatif penjatuhan pidana.

Dalam konteks ini, dukungan publik terhadap putusan pengadilan menjadi relatif dan kontekstual. Publik yang terpapar framing media secara intensif cenderung memiliki sikap yang lebih kritis atau bahkan skeptis terhadap putusan hakim.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengakui peran pers dalam membentuk opini publik, namun juga menegaskan tanggung jawab pers untuk menyajikan informasi yang berimbang. Keseimbangan ini penting agar framing media tidak menyesatkan persepsi publik.

Dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, kurangnya penjelasan media mengenai pertimbangan yuridis hakim berkontribusi pada rendahnya pemahaman publik terhadap rasionalitas putusan. Hal ini memperkuat korelasi antara framing media dan sikap publik.

Bagir Manan menyatakan bahwa dukungan publik terhadap putusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kualitas keadilan yang dihasilkan. Oleh karena itu, korelasi antara framing media dan dukungan publik harus dianalisis secara kritis.

Korelasi tersebut juga menunjukkan pentingnya literasi hukum masyarakat. Publik yang memiliki literasi hukum rendah lebih rentan dipengaruhi oleh framing media dibandingkan dengan publik yang memahami prinsip-prinsip hukum pidana.

Dengan demikian, intensitas dan jenis framing media memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap publik terhadap putusan pengadilan, namun hubungan tersebut bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Dalam kerangka penelitian ini, korelasi tersebut tidak dimaknai sebagai hubungan kausal yang mutlak, melainkan sebagai hubungan sosial-komunikatif yang memengaruhi persepsi dan opini publik. Oleh karena itu, hakim tidak dapat dan tidak boleh menjadikan dukungan publik sebagai dasar legitimasi putusan. Legitimasi putusan tetap bersumber pada hukum positif dan fakta persidangan.

Terdapat korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan dalam perkara narkotika. Namun, korelasi tersebut tidak mengurangi kewajiban hakim untuk bersikap independen dan berpegang pada hukum.

D. 
Model Ideal Peran Media dalam Memberitakan Kasus Tindak Pidana Narkotika untuk Menciptakan Keseimbangan antara Hak Publik atas Informasi dan Perlindungan terhadap Independensi Peradilan
Media massa memiliki peran penting dalam menjamin hak publik atas informasi, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana narkotika yang berdampak luas bagi masyarakat. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu independensi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan model ideal pemberitaan yang menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.

Hak publik atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pers sebagai pilar demokrasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hukum secara terbuka dan transparan. Namun, keterbukaan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks perkara pidana narkotika, model pemberitaan ideal harus menghindari pendekatan sensasional yang berpotensi menciptakan trial by the press. Media perlu menyadari bahwa pemberitaan yang berlebihan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses dan hasil peradilan.

Eriyanto menegaskan bahwa framing media seharusnya diarahkan untuk memberikan pemahaman, bukan sekadar menarik perhatian. Oleh karena itu, media perlu menampilkan fakta hukum secara proporsional, termasuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Model ideal pemberitaan juga harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, pemberitaan tetap harus menggunakan bahasa yang tidak menghakimi secara berlebihan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas mewajibkan pers untuk memberitakan secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi media dalam membangun model pemberitaan perkara pidana.

Dalam praktiknya, pemberitaan perkara narkotika sering kali menitikberatkan pada aspek kuantitatif seperti berat barang bukti dan ancaman pidana. Model ideal seharusnya melengkapi informasi tersebut dengan penjelasan kualitatif mengenai proses hukum dan pertimbangan yuridis.

Hasil wawancara dengan jurnalis Waspada.id menunjukkan bahwa keterbatasan ruang dan waktu sering menjadi alasan kurangnya penjelasan hukum dalam berita. Namun, jurnalis juga mengakui perlunya inovasi dalam penyajian berita hukum agar tetap edukatif.

Dari perspektif kekuasaan kehakiman, hakim membutuhkan ruang independen untuk memutus perkara tanpa tekanan opini publik. Bagir Manan menekankan bahwa perlindungan terhadap independensi hakim merupakan syarat utama tegaknya negara hukum.

Model ideal peran media juga mencakup kesadaran redaksional untuk tidak membandingkan putusan hakim secara simplistik. Setiap perkara memiliki karakteristik dan fakta yang berbeda sehingga tidak dapat dinilai dengan standar tunggal.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai proses sosial yang kompleks. Oleh karena itu, media seharusnya membantu masyarakat memahami kompleksitas tersebut, bukan menyederhanakannya secara berlebihan.

Dalam konteks pendidikan hukum masyarakat, media dapat berperan sebagai sarana literasi hukum. Penyajian informasi yang menjelaskan dasar hukum dan logika putusan akan meningkatkan pemahaman publik terhadap sistem peradilan pidana.

Model ideal pemberitaan juga menuntut adanya pemisahan yang jelas antara fakta dan opini. Media harus membedakan laporan berita dengan editorial agar publik tidak mencampuradukkan informasi faktual dengan penilaian subjektif.

Dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, media dapat meningkatkan kualitas pemberitaan dengan menyoroti alasan hakim menjatuhkan pidana seumur hidup sebagai alternatif pidana mati yang sah menurut undang-undang.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa keadilan pidana tidak selalu identik dengan hukuman terberat. Oleh karena itu, media perlu membantu publik memahami bahwa pidana seumur hidup juga merupakan bentuk pemidanaan yang sangat berat.

Model ideal peran media juga memerlukan penguatan etika jurnalistik dalam pemberitaan perkara pidana. Etika ini berfungsi sebagai pengendali agar kebebasan pers tidak berubah menjadi kebebasan yang merugikan proses peradilan. Selain itu, diperlukan dialog berkelanjutan antara media dan lembaga peradilan untuk membangun saling pengertian mengenai peran dan batasan masing-masing. Dialog ini dapat mencegah kesalahpahaman yang merugikan kepercayaan publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap pengedar narkotika melalui mekanisme framing dan agenda setting. Pemberitaan media, khususnya yang menonjolkan besarnya barang bukti dan perbedaan antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim, telah membangun konstruksi realitas sosial tertentu yang memengaruhi cara publik memahami perkara narkotika. Dalam kasus ini, framing media cenderung menempatkan pidana mati sebagai standar keadilan, sehingga putusan pidana seumur hidup dipersepsikan sebagian publik sebagai bentuk keringanan hukuman, meskipun secara normatif merupakan pidana maksimum.
2. Pemberitaan media massa memiliki dampak tidak langsung terhadap proses peradilan dan persepsi terhadap independensi hakim. Meskipun secara normatif dan faktual hakim tetap menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan fakta persidangan, framing media yang bersifat konfrontatif dan sensasional berpotensi menimbulkan tekanan moral serta memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, independensi hakim tetap terjaga karena putusan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
3. Terdapat korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan. Semakin tinggi intensitas pemberitaan dan semakin kuat framing yang menekankan ketimpangan antara tuntutan dan putusan, semakin besar pula kecenderungan publik untuk bersikap kritis atau menolak putusan hakim. Namun, korelasi ini bersifat sosial-komunikatif dan tidak dapat dimaknai sebagai hubungan kausal yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan.
4. Model ideal peran media dalam memberitakan perkara tindak pidana narkotika adalah model pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan bertanggung jawab. Media tidak hanya dituntut untuk memenuhi hak publik atas informasi, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan etis untuk melindungi independensi peradilan serta membantu masyarakat memahami rasionalitas hukum di balik setiap putusan pengadilan.
B. Saran

1. Media massa, khususnya jurnalis yang meliput perkara pidana narkotika, disarankan untuk lebih mengedepankan prinsip keberimbangan dan edukasi hukum dalam pemberitaan. Media sebaiknya tidak hanya menonjolkan aspek sensasional seperti berat barang bukti atau ancaman pidana maksimum, tetapi juga menyampaikan secara proporsional pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak menghakimi dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah perlu terus dijaga agar pemberitaan tidak berubah menjadi trial by the press.
2. Hakim diharapkan tetap mempertahankan independensi dan integritas dalam menjalankan fungsi peradilan, khususnya dalam perkara narkotika yang memiliki tekanan opini publik tinggi. Di samping itu, hakim juga dapat mempertimbangkan untuk menyusun pertimbangan putusan dengan bahasa yang lebih komunikatif dan sistematis, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam tanpa mengurangi kedalaman yuridisnya. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan. 

3. Aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dan kepolisian, disarankan untuk menyampaikan informasi perkara secara akurat dan proporsional kepada media. Dalam menyampaikan keterangan pers, aparat penegak hukum perlu menghindari pernyataan yang berpotensi membentuk ekspektasi publik berlebihan terhadap jenis atau beratnya pidana yang akan dijatuhkan hakim. Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan media sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menyesatkan dan tetap menghormati independensi peradilan.
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ABSTRAK

Dalam dinamika pemberitaan media tentang tindak pidana narkotika,
terdapat kecenderungan yang kompleks dalam pembentukan persepsi publik. Di
satu sisi, media berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat
tentang kasus-kasus narkotika, termasuk proses peradilan dan putusan yang
dijatuhkan. Di sisi lain, cara media membingkai (framing) suatu peristiwa dapat
mempengaruhi persepsi publik terhadap pelaku, korban, dan sistem peradilan itu
sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa dalam
membentuk persepsi publik terhadap pengedar narkotika serta dampaknya
terhadap proses peradilan dan independensi hakim. Fokus penelitian diarahkan
pada pemberitaan media massa terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam
Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang menjatuhkan pidana penjara
seumur hidup kepada terdakwa meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana
mati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-
empiris dengan memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, serta analisis konten pemberitaan media massa. Bahwa peran
media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi
publik terhadap pengedar narkotika melalui mekanisme framing dan agenda
setting. Pemberitaan media, khususnya yang menonjolkan besarnya barang bukti
dan perbedaan antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim, telah membangun
konstruksi realitas sosial tertentu yang memengaruhi cara publik memahami
perkara narkotika.

Dampak pemberitaan media massa memiliki dampak tidak langsung
terhadap proses peradilan dan persepsi terhadap independensi hakim. Meskipun
secara normatif dan faktual hakim tetap menjatuhkan putusan berdasarkan hukum
dan fakta persidangan, framing media yang bersifat konfrontatif dan sensasional
berpotensi menimbulkan tekanan moral serta memengaruhi kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan. Bahwa terdapat korelasi antara intensitas dan jenis
framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan.
Semakin tinggi intensitas pemberitaan dan semakin kuat framing yang
menekankan ketimpangan antara tuntutan dan putusan, semakin besar pula
kecenderungan publik untuk bersikap kritis atau menolak putusan hakim. Namun,
korelasi ini bersifat sosial-komunikatif dan tidak dapat dimaknai sebagai
hubungan kausal yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Peran Media, Persepsi Publik, Narkotika
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ABSTRACT

In the dynamics of media coverage of drug crimes, there are complex
tendencies in the formation of public perception. On the one hand, the media
plays a crucial role in providing information to the public about drug cases,
including the judicial process and the verdicts handed down. On the other hand,
the way the media frames an event can affect public perception of the perpetrator,
the victim, and the justice system itself.

The objective of the research was to analyze the role of the mass media in
shaping public perception of drug dealers and its impact on the judicial process
and judicial independence. The focus of this research is directed at mass media
coverage of the narcotics crime case in Decision Number 1235/Pid.Sus/2025/PN
Mdn which sentenced the defendant to life imprisonment even though the public
prosecutor demanded the death penalty.

This research uses a normative-empirical legal research approach by
combining analysis of laws and regulations, court decisions, and analysis of mass
media reporting content. That the role of mass media has a very significant role in
shaping public perception of narcotics dealers through framing and agenda
setting mechanisms. Media coverage, especially that highlighting the magnitude
of evidence and the difference between the prosecutor's demands and the judge's
decision, has built a certain social reality construction that influences how the
public understands narcotics cases.

The effect of mass media coverage has an indirect impact on the judicial
process and perceptions of judicial independence. Although normatively and
Jfactually judges still issue decisions based on the law and trial facts, media
framing that is confrontational and sensational has the potential to cause moral
pressure and affect public trust in the judicial institution. That there is a
correlation between the intensity and type of media framing with the level of
public support for court decisions. The higher the intensity of news coverage and
the stronger the framing that emphasizes the disparity between the charges and
the verdict, the greater the public's tendency to be critical of or reject the judge's
decision. “However, this correlation is socio-communicative and cannot be
mterpreted as\qausal relationship that binds the judge in issuing the verdict.

Keywords Rale qf the Media, Public Perception, Narcotics
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